ABSTRAK

Tindak pidana korupsi diformulasikan ke dalam RUU KUHP karena merupakan
wujud dari rekodifikasi dan reunifikasi hukum pidana Indonesia. Formulasi tersebut
untuk mengatasi permasalahan yuridis yang berada pada peraturan perundang-undangan
tindak pidana korupsi saat ini. Perumusan masalah dalam penilitian ini adalah mengapa
dalam pembaharuan RUU KUHP nasional tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam
RUU KUHP, apa akibat hukum dengan dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam
RUU KUHP dan apakah dengan tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam RUU
KUHP sifat kekhususannya akan hilang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis
normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sedangkan
seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan
metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian
diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara
sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi tindak pidana korupsi
dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu alasan politik, sosiologis dan praktis. Delik yang
diformulasikan bersifat core crimes. Formulasi tersebut tidak menghilangkan dari sifat
kekhususan tindak pidana korupsi bahkan delik korupsi tersebut berfungsi sebagai
jembatan antara RUU KUHP dengan UU Tipikor. Pengancaman sanksi pidana dalam
RUU KUHP mempunyai pola tersendiri bertujuan dari perlindungan masyarakat dan
perlindungan individu tindak pidana.
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